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Abstrak: Dalam menegakkan supremasi hukum serta menjamin perlindungan hak asasi manusia, setiap individu
diperlakukan secara adil di hadapan hukum menjaga independensi dan integritas peradilan harus menjadi prioritas
utama bagi negara, dalam melaksanakan tugas dapat dilaksanakan secara efektif dengan penerapan prinsip-prinsip
independensi, integritas, dan objektivitas sebagai landasan dalam menjalankan peradilan untuk menciptakan keputusan
dan kepastian yang mengikat semua pihak hukum di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana
peran kekuasaan kehakiman dalam menjaga stabilitas kekuasaan negara dan mengawasi penerapan hukum di berbagai
sektor, serta upaya reformasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat independensi, transparansi, dan kualitas
kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran kekuasaan kehakiman dalam
menjaga stabilitas kekuasaan negara dan mengawasi penerapan hukum di berbagai sektor, serta menyediakan kerangka
kerja untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan independensi, transparansi, dan kualitas
kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil penelitian ini hakim berperan krusial dalam menjaga stabilitas negara Indonesia
melalui penegakan hukum. Penting bagi Indonesia sebagai negara hukum untuk memperkuat integritas, kepercayaan
masyarakat terhadap sistem peradilan, dan kemerdekaan hukum dengan peningkatan fasilitas, pelayanan, dan
transparansi lembaga peradilan.
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trust in the judiciary system, and legal independence through improved facilities, services,
and transparency in judicial institutions.
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Pendahuluan

Negara merupakan sebuah entitas yang memiliki kewenangan untuk
menyelenggarakan penertiban masyarakat tertentu melalui sistem organisasi politiknya.
Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam memberlakukan serta menegakkan
aturan hukum atas penduduk berdasarkan sistem hukum yang berlaku di
Indonesia. Kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan dalam memastikan bahwa hukum
ditegakkan dengan adil dan merata bagi semua warga negara (Tahir R., 2017). Hal ini
dilakukan guna menjaga stabilitas kekuasaan negara dengan memastikan bahwa setiap
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau individu sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memiliki pondasi yang kuat dalam
menjaga prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Salah satu pilar
utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah kekuasaan kehakiman, yang bertugas
menjaga kemerdekaan, keadilan, dan penegakan hukum (Serjono, 2005). Peran kekuasaan
kehakiman sangat vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mengawasi
pemerintahan. Sebagai lembaga yang independen dengan kewenangan untuk mengadili
perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, baik oleh individu maupun
institusi. Melalui proses peradilan yang transparan dan objektif, dalam menjaga stabilitas
setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain sesuai dengan konstitusi
dan hukum yang berlaku (Adonara, 2015). Dengan menjamin perlindungan terhadap hak-
hak individu dan keadilan bagi semua warga negara, dalam memastikan pelaksanaan
hukum yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Dengan memastikan
penegakan hukum yang tegas serta adil, menjadi landasan penting dalam upaya
membangun budaya hukum yang kuat di Indonesia dalam integral struktur pemerintahan
Indonesia yang demokratis dan berlandaskan supremasi hukum (Pendidikan.Id, 2023).

Di Indonesia, hukum sebagai aturan tingkah laku diakui memiliki kekuatan yang
mengikat dan dibentuk oleh otoritas pengendali sebagai jaminan dari kepentingan bersama
masyarakat untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan (UMSU, 2023). Peran kekuasaan
kehakiman diperlukan dalam mengawasi dan menegakkan hukum di berbagai sektor oleh
karena itu, upaya reformasi dan peningkatan kualitas sistem peradilan terus dilakukan
guna memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dapat berfungsi secara optimal dalam
menjaga keadilan dan kedaulatan hukum di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang umum
digunakan dalam penelitian hukum bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan bahan-
bahan hukum utama seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan subjek penelitian. 1 Dalam penelitian ini,
pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup
pembacaan dan pemahaman terhadap berbagai literatur hukum yang relevan (Ani Purwati
S. H., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan
perundang-undangan, teori-teori, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah
yang sedang dibahas. 2 Tujuannya adalah untuk memahami dan menginterpretasikan
kerangka hukum yang mengatur isu yang sedang diteliti ini memungkinkan peneliti untuk
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memahami konteks hukum yang lebih luas dan mengidentifikasi implikasi hukum dari
suatu isu yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi
kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan peran
kekuasaan kehakiman dalam menjaga stabilitas kekuasaan negara serta mengawasi
penerapan hukum di berbagai sektor (N. P. P. ... & Paminto, 2023). Melalui pengumpulan
dan analisis terhadap sumber-sumber literatur hukum seperti undang-undang, putusan
pengadilan, dan artikel ilmiah, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana kekuasaan
kehakiman berkontribusi dalam memelihara stabilitas politik serta mengawasi pelaksanaan
hukum di sektor-sektor yang berbeda.Selain itu, pendekatan studi kepustakaan akan
digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang upaya reformasi yang dapat dilakukan
untuk memperkuat independensi, transparansi, dan kualitas kekuasaan kehakiman di
Indonesia. Dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang
membahas isu- isu tersebut, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai rekomendasi
kebijakan atau langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan
independensi, transparansi, dan kualitas kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Kekuasaan Kehakiman dalam Menjaga Stabilitas Kekuasan Negara dan
Mengawasi Hukum di Berbagai Sektor

Dalam pengaturan undang undang dasar indonesia telah dilakukan beberapa
kali amandemen sehingga menciptakan pokok pokok baru yang diambil dari nilai
masyarakat sendiri sebagai pandangan hidup bangsa dalam menentukan tujuan
serta kelangsungan bangsa indonesia salah satunya penegasan pada perubahan
ketiga UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara
hukum.” 4 sebagai negara hukum kita harus memiliki tatanan yang kuat khususnya
pada penegakan hukum itu sendiri dan negara juga menjunjung tinggi kesetaraan
dimata hukum seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 27 ayat (1) “Segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 5 dan di
tuangkan juga dalam UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (1) “Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.” (2) “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.”

Peran lembaga peradilan dalam suatu negara penting dalam menjaga
stabilitas kekuasaan negara dan mengawasi penegakan hukum di berbagai bidang.
Fungsi utama peradilan antara lain menegakkan hukum, menangani pelanggaran,
dan menjaga stabilitas masyarakat secara keseluruhan (Kekuasaan Eksekutif
Pengertian, Tujuan, Aspek, Tugas, Dan Contohnya — Berita Dan Informasi, n.d.).
Perlindungan dan penegakan hukum merupakan landasan terpeliharanya hukum
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dan ketertiban dalam negeri mencakup seluruh hak individu yang dilindungi
undang-undang, seperti hak atas kebebasan, keamanan, privasi, dan hak milik, tanpa
perlindungan ini kebebasan individu dapat terancam dan stabilitas sosial dapat
terancam. Selain itu, semua individu mempunyai kewajiban untuk mematuhi
hukum yang berlaku, dan lembaga peradilan akan memastikan bahwa pelanggaran
hukum akan dikenakan sanksi yang sesuai untuk menegakkan kewajiban
masyarakat.

Peningkatan kekuatan efektivitas peradilan diperlukan guna membantu
negara dalam menjamin ketertiban, keadilan, dan perdamaian di seluruh
masyarakat untuk menciptakan rasa keadilan dalam serta menjamin bahwa
peraturan yang ada berlaku bagi semua orang dengan memastikan dalam
masyarakat bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi guna menjamin
ketertiban dalam masyarakat dengan menegakkan aturan dan menjatuhkan
hukuman terhadap pelanggar hukum (Widodo, 2012). Sistem hukum mengharapkan
semua individu untuk mematuhi aturan yang berlaku dan bertanggung jawab atas
tindakan mereka dalam hal ini lembaga peradilan bertugas menjamin masyarakat
dapat yakin bahwa semua perkara akan diusut secara adil dan diputus sesuai
dengan hukum yang berlaku memberikan solusi yang efektif dan legal melalui
proses penyelesaian sengketa yang transparan dan adil, peradilan dapat membantu
mengurangi keresahan dan kekerasan sosial untuk menciptakan lingkungan yang
aman dan damai bagi seluruh warga negara (Armia, 2022; Bartels, 2020).

Lembaga peradilan juga bertanggung jawab untuk meninjau dan memantau
pelaksanaan kebijakan dengan memantau implementasi kebijakan, otoritas
peradilan turut serta dalam upaya memastikan bahwa aturan yang ditetapkan
dengan baik dan sesuai prinsip hukum yang berlaku (Prek, 2019). Secara
keseluruhan, lembaga peradilan mempunyai peranan yang sangat penting dalam
menjaga stabilitas kekuasaan negara dan mengawasi penegakan hukum di berbagai
bidang Keberadaan sistem peradilan yang kuat dan efektif memungkinkan
terciptanya ketertiban, keadilan dan perdamaian di seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai salah satu pilar utama penegakan keadilan dalam melaksanakan
mandatnya lembaga peradilan harus mematuhi sejumlah prinsip yang telah
ditetapkan.landasan moral dan etika yang menjamin integritas serta independensi
peradilan guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan
memastikan bahwa kekuasaan negara berjalan dalam batas-batas hukum yang
berlaku serta jaminan kepada masyarakat bahwa seluruh putusan pengadilan
didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan objektif, sehingga meningkatkan
kepercayaan terhadap sistem peradilan dan menjaga stabilitas sosial.

a. Independensi peradilan
Hakim harus mempunyai kebebasan dalam memutus perkara
berdasarkan aturan hukum dan tanpa tekanan dari para pihak, kebebasan ini
menjamin bahwa putusan hakim didasarkan pada pertimbangan hukum
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yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pribadi
(Thym, 2020).
b. Pedoman Perilaku Kehakiman

Menekankan pentingnya perilaku profesional dan etis dalam
melaksanakan tugasnya. Hakim harus bertindak dengan hati-hati dan
menjaga standar moral yang tinggi guna melindungi kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga peradilan serta integritas individu hakim (Potts, 2020).
Pedoman khusus mengenai perilaku yang diharapkan hakim dapat
memastikan bahwa tindakannya selalu konsisten dengan standar yang
berlaku dalam profesi peradilan hal mencakup berbagai aspek, mulai dari
benturan kepentingan hingga kewajiban menjaga kerahasiaan informasi
Ketaatan terhadap hukum.

Hakim harus memastikan bahwa semua individu dan lembaga
mematuhi peraturan yang ditetapkan dan bahwa kebijakan yang ditetapkan
oleh badan legislatif dan eksekutif dilaksanakan dengan baik sesuai dengan
hukum serta memastikan bahwa semua kasus yang ditanganinya ditangani
secara adil dan objektif (Engst, 2021). Menerapkan hukum secara konsisten
dan nondiskriminatif serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat
dalam suatu kasus mempunyai akses yang sama terhadap keadilan.

2. Upaya Reformasi yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkuat Independensi,
Transparansi dan Kualitas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Upaya reformasi untuk memperkuat independensi, transparansi, dan kualitas
peradilan Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan dan
ketertiban dalam masyarakat. Beberapa strategi dapat diterapkan untuk mencapai
tujuan tersebut (Hong, 2019). Pembuatan peraturan merupakan langkah awal yang
penting untuk menjadikan sistem peradilan lebih efisien dan mengurangi birokrasi,
pemberlakuan evaluasi menyeluruh secara berkala serta rutin terhadap peraturan
dan prosedur peradilan.

Melakukan pemanfaatan kemajuan teknologi secara efektif dalam upaya
peningkatan kualitas lembaga peradilan untuk mempercepat proses peradilan
(Chemin, 2021). Pengumpulan data dan publikasi informasi secara terbuka mengenai
proses, putusan, dan penuntutan pengadilan pemahaman yang baik kepada
masyarakat tentang cara kerja prosedur pengadilan dan cara pengambilan
keputusan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan terhadap
keadilan sistem peradilan.

Peningkatan kualitas institusi pengadilan di semua tingkatan harus
diperkuat. diantaranya adalah Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan
Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.Memperbaiki sistem
di semua tingkat peradilan,sistem peradilan memerlukan reformasi yang berani dan
komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur peradilan serta
meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dengan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia di bidang profesi hukum, ini akan membuat sistem peradilan
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dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Krehbiel,
2022; Parmet, 2023). Langkah-langkah konkrit perlu diambil untuk mengatasi
tantangan dan permasalahan sistem peradilan dengan melakukan peningkatan
kualitas hakim melalui pelatihan, pengembangan dan pengawasan agar hakim dapat
menjalankan tugasnya dengan baik, dengan pengetahuan, keterampilan, dan
integritas moral yang tinggi (Lambais, 2023). Peningkatan pendidikan dan pelatihan
hakim dan staf peradilan serta perbaikan infrastruktur pada sistem peradilan akan
meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, hakim dan petugas peradilan yang
berkualitas akan lebih mampu menjalankan tugasnya, sehingga meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Pemerintah juga perlu mengambil langkah nyata untuk memperkuat
peraturan perundang-undangan dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan dan menyesuaikan peraturan tersebut dengan perkembangan saat ini
dengan pemutakhiran peraturan dan undang-undang yang relevan, mengenai
transparansi, akses terhadap informasi, dan prosedur peradilan agar lebih terbuka
dan akuntabel kepada publik (Landfried, 2019). Dalam usaha peningkatan kualitas
sistem peradilan ini juga pemerintah harus menerapkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam prosedur peradilan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi,
dan aksesibilitas kepada masyarakat dengan pemberian informasi terbuka tentang
persidangan, putusan dan kasus-kasus yang disidangkan di lembaga peradilan dan
memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap sistem
peradilan hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi
perkara dan memungkinkan pengadilan menjalankan fungsinya dengan lebih
efisien (Bellamy, 2019). Peningkatan akses terhadap sistem peradilan melalui
layanan online dan konsultasi telepon memudahkan mencari informasi untuk
mengakses informasi tentang kasus-kasus yang sedang berlangsung, langkah ini
akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam prosedur peradilan
dan memperkuat transparansi dalam sistem peradilan (Kleandrov, 2021).
Pengawasan eksternal DPR terhadap lembaga peradilan juga sesuatu yang tidak
boleh dilupakan dalam upaya peningkatan sistem dalam lembaga peradilan hal ini
dilakukan guna membantu menjamin akuntabilitas dan independensi lembaga
peradilan,dengan memantau secara lebih dekat penetapan anggaran, pengangkatan
hakim, dan kegiatan lainnya, DPR dapat memastikan bahwa sistem peradilan
beroperasi secara transparan dan akuntabel.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat
menjadi lebih efektif, transparan, dan berkualitas (Andreetta, 2020; Ji, 2020). Upaya
upaya tersebut dalam pemberlakuannya harus dikenakan pengukuran kualitas
berkala guna memastikan efektivitas upaya yang dilakukan untuk mengukur
kualitas transparansi sistem peradilan di Indonesia, perlu dilakukan beberapa
langkah penting yang dapat dijadikan tolak ukur dengan indikator yang digunakan
untuk mengukur kualitas transparansi sistem peradilan di Indonesia mencakup
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berbagai aspek yang mencerminkan tingkat keterbukaan dan akuntabilitas lembaga
peradilan.

Transparansi dan keterbukaan seluruh proses administrasi peradilan perlu
memiliki standarisasi yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat umum dalam
pelaksanaannya juga diperlukan mekanisme yang memungkinkan adanya
pertanyaan, saran, dan kritik publik, pemberlakuan aturan dan prosedur yang
sederhana serta mudah dipahami agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif
dalam proses hukum. (Neo, 2020) Peningkatan akses informasi ini dapat dilakukan
melalui layanan online dan konsultasi telepon akan memudahkan masyarakat
mengakses informasi mengenai kasus-kasus yang sedang berlangsung.

Penerapan survei seperti Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan dan Indeks
Persepsi Korupsi secara berkala juga dapat dilakukan untuk mengukur kepuasan
masyarakat terhadap layanan yang diberikan dan memantau upaya pencegahan dan
penindakan korupsi di lingkungan pengadilan (Niaz, 2020). Hasil survei ini dapat
dijadikan sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan
menjaga kesehatan lembaga peradilan. Selain itu evaluasi dan pemantauan sistem
peradilan juga penting untuk mengukur kualitas transparansi sistem peradilan
pemerintah dapat menggunakan teknologi seperti sistem pengadilan elektronik,
SIPP, dan situs web untuk mempublikasikan keputusan dan memfasilitasi
pemantauan dan evaluasi kinerja peradilan.

Pembaharuan peraturan dan undang-undang terkait juga dapat dijadikan
tolak ukur untuk mengukur kualitas transparansi sistem peradilan,pemerintah perlu
mereformasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem
peradilan, sehingga meningkatkan transparansi prosedur peradilan.(Shapiro, 2019)
Penerapan sistem pengendalian internal dan eksternal yang efektif juga merupakan
indikator penting untuk mengukur kualitas transparansi, dengan pengawasan yang
tepat serta secara masif akan membantu mendeteksi dan menangani kasus korupsi
dan menjaga integritas peradilan (Mayer, 2019).

Dengan mengukur kualitas transparansi sistem peradilan menggunakan
indikator-indikator ini, pemerintah dapat memahami tingkat transparansi saat ini
dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memperkuat integritas dan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia (Bakiner, 2020).
Langkah-langkah ini merupakan bagian penting dari upaya kami untuk
membangun sistem peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan lebih berbasis
integritas ini akan membantu meningkatkan citra lembaga peradilan di mata
masyarakat dan memperkuat kesehatan sistem peradilan secara keseluruhan.

Kesimpulan

Kekuasan kehakiman memiliki andil penting dalam menjaga stabilitas negara
indonesia melalui bidangnya dalam penegakan hukum,indonesia sebagai negara hukum
harus menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu tembok penopang dalam
kehidupan berbangsa dengan memperkuat integritas serta kepercayaan masyarakat
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terhadap sistem peradilan yang ada baik dari segi fasilitas,pelayanan,kebutuhan hukum
masyarakat,peningkatan integritas lembaga peradilan,transparansi serta segala indikator
lainya agar tercapai kemerdekaan hukum yang lebih lagi dalam kehidupan bangsa
indonesia.
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